GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN

Menimbang

Mengingat

PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Daerah perlu dilakukan evaluasi dan perubahan karena
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi serta
perkembangan pada saat ini, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4355},

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400y,
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
Nomor 49}, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Nomor 9);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56Tahun 2012
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah ( Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 48);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN

2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 48} diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2} diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

{2) Terhadap piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi setelah
dilakukan penagihan aktif sampai dengan surat teguran, surat peringatan
atau surat lain sejenisnya, tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh
petugas Badan Pendapatan Daerah dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
setempat.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan
oleh:
a. Gubernur, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) per penanggung utang; dan
b. Gubernur, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per
penanggung utang.

(2) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO. SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




